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Abstrak 

Hak wingkar wnotaris wbukan whanya wmerupakan whak, wtetapi wjuga wkewajiban, wkarena wpelanggaran 

terhadapnya wdapat wmengakibatkan wsanksi wsesuai wundang-undang. wNotaris wtidak whanya wmemiliki whak 

untuk wtidak wberbicara, wtetapi wjuga wwajib wuntuk wtidak wberbicara, wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal 

4 wdan wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUndang-Undang wNomor w2 wTahun w2014 wtentang wJabatan 

Notaris w(UUJN-P). wHak wingkar wsebagai wbentuk wimunitas wnotaris wmemiliki wbatasan wdalam 

penggunaannya wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wakta, wsehingga wbelum wdapat wmemberikan wperlindungan 

hukum wpenuh wterhadap windividu wNotaris wdari wjeratan wpidana. wHak wingkar wini wtidak whanya wuntuk 

kepentingan wNotaris, wtetapi wjuga wuntuk wmelindungi wkepentingan wpihak-pihak wyang wterlibat, wdengan 

memastikan wbahwa wkerahasiaan wakta wotentik wtetap wterjaga.Dalam wUUJN, wterdapat wketentuan wyang 

mewajibkan wNotaris wuntuk wmenjaga wdan wmenyimpan wkerahasiaan wsegala winformasi wyang wdiperoleh 

dari wpara wpenghadap. wNamun, wjika wtidak wada wperaturan wperundang-undangan wyang wsecara weksplisit 

membatasi wpenggunaan whak wingkar, wNotaris wharus wmenggunakan whak wingkarnya wsesuai wPasal w4 

ayat w(2) wUUJN wuntuk wmelindungi whukum wpara wpenghadap wyang wtelah wmemberikan wkepercayaan. 

Agar wpelaksanaan wtugas wNotaris wtidak wmenimbulkan wmasalah whukum wbagi wpihak-pihak wterkait watau 

kepentingan wumum, wNotaris wharus wdiawasi wdan wdikontrol woleh wKode wEtik wProfesi. wOrganisasi 

profesi wberkewajiban wmemastikan wbahwa wanggotanya wmenjalankan wtugasnya wsesuai wstandar wetika dan 

peraturan wyang wberlaku, wguna wmenjamin wbahwa wtugas wjabatannya wdilaksanakan wdengan wintegritas 

dan wtanggung wjawab wyang wtinggi. 

Kata Kunci : Imunitas Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesi Jabatan Notaris 

 

PENDAHULUAN 

 

Profesi di bidang hukum dianggap sebagai profesi yang sangat dihormati dan berpengaruh 

dalam struktur pemerintahan. Profesi ini mendasarkan diri pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, 

tanggung jawab, dan integritas moral yang harus dipatuhi oleh semua praktisi hukum. Sebagai 

contoh, notaris dianggap sebagai profesi yang mulia karena perannya yang sangat terkait dengan 

kepentingan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting dalam 

memberikan dasar hukum untuk status kepemilikan harta, hak, dan kewajiban seseorang. 

Kesalahan dalam pembuatan akta notaris dapat berpotensi mengakibatkan pencabutan hak atau 

penambahan beban terhadap seseorang terkait dengan suatu kewajiban. 

Notaris adalah seorang pejabat publik yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat 

melalui pembuatan akta otentik. Sebagai Pejabat Pembuat Akta yang diakui oleh negara, notaris 

memiliki tanggung jawab yang besar, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, 

terutama dalam hal Minuta Akta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN-P) tentang Jabatan Notaris, 

notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain yang diatur dalam 

UUJN-P atau undang-undang lainnya.  
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Notaris, seperti Advokat, Hakim, Jaksa, dan Polisi, berperan penting dalam ranah hukum. 

Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelancaran 

proses hukum, termasuk dalam peradilan baik perdata maupun pidana. Proses peradilan ini 

melibatkan pembuktian menggunakan bukti tulisan dan kesaksian, yang merupakan bagian 

integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan.  

Sebagai pejabat publik yang diatur oleh Undang-Undang, notaris memiliki kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan isi akta. Melanggar kewajiban ini dapat berujung pada tindakan pidana, 

karena akta hanya boleh diungkapkan kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN. Pasal-pasal lain dalam UUJN, seperti Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) 

huruf f, mewajibkan notaris untuk mempertahankan kerahasiaan segala informasi yang diperoleh 

dalam proses pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatannya, kecuali ada pengecualian yang 

ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi, 

mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris.  

Imunitas hukum yang diberikan kepada suatu jabatan atau profesi sangat ditentukan oleh 

posisi pejabat atau profesi tersebut. Misalnya, profesi Advokat memiliki hak imunitas di 

pengadilan, yang melindungi mereka dari hukuman selama mereka menjalankan tugas profesinya 

dengan itikad baik dalam membela klien di sidang. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam 

undang-undang nomor 18 tahun 2003 Pasal 16 tentang Advokat tidak dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 

kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.  

Sebaliknya, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dilindungi oleh imunitas yang 

bersifat umum (Lex Generalis), berbeda dengan Advokat yang imunitasnya secara tegas 

disebutkan dalam undang-undang profesinya, memberikan mereka perlindungan selama 

menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada (sistem limitatif). Imunitas untuk notaris 

terkait kerahasiaan diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 170 ayat (1) KUHAP, 

yang menyatakan bahwa "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya 

diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan 

keterangan sebagai saksi tentang hal-hal yang dipercayakan kepada mereka. 

Setelah itu Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang karena 

posisinya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan 

informasi tertentu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya dalam kapasitas 

tersebut. Selain itu, Pasal 322 ayat (1) KUHP dana menyebutkan bahwa "Siapa pun yang dengan 

sengaja mengungkap rahasia yang harus disimpannya karena jabatannya atau profesinya, baik 

yang masih berlaku maupun yang sudah berlalu, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 

sembilan bulan atau denda maksimal sembilan rupiah". 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dari kasus Kant Kamal yang mengalami 

perselisihan dengan mitra bisnisnya mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan informasi palsu 

dalam Akta Otentik nomor 7 tanggal 19 Desember 2010. Selama penyidikan, Notaris Syne 

Runtulalo menghadapi kesulitan karena penyidik tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas 

Daerah (MPD) Notaris Cianjur. Kesulitan ini timbul karena Pasal 66 UUJN mensyaratkan 

persetujuan MPD sebelum notaris dapat diperiksa.  

Merasa proses hukumnya terhambat, Kant Kamal mengajukan uji materi (Judicial Review) 

terhadap Pasal 66 ayat (1) yang mengandung frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah”. Ia berargumen bahwa ketentuan ini melanggar prinsip "persamaan kedudukan di dalam 

hukum" (Equality Before the Law) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D 
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ayat (1) UUD 1945, karena menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan. Mahkamah 

Konstitusi kemudian memutuskan untuk menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, agar tidak ada hambatan 

dalam pemeriksaan notaris.  

Peraturan hukum selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui 

menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembaruan ini menggantikan Majelis Pengawas 

Daerah (MPD) dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam hal perizinan pemeriksaan 

notaris. Dalam Pasal 66 ayat (1) yang baru, dijelaskan bahwa pemanggilan notaris untuk keperluan 

proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapat persetujuan dari 

MKN. Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan menyatakan: Dalam rangka proses peradilan, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim berwenang untuk mengambil salinan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan akta atau protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris, dengan persetujuan dari Majelis 

Kehormatan Notaris. Mereka juga berhak memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan 

terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. 

Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan 

Majelis Pengawas Daerah (MPD), khususnya terkait dengan memberikan atau menolak 

persetujuan untuk penyidik memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, telah 

beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Aturan ini mengatur ulang batasan 

kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menjalankan tugas penegakan hukum. 

Sebagai akibatnya, terkesan bahwa kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim terbatas 

di bawah pengawasan MKN, yang mungkin bertentangan dengan prinsip bahwa notaris memiliki 

kedudukan yang setara di hadapan hukum (Equality Before the Law).  

Menurut tata cara pemanggilan saksi atau tersangka oleh Penyidik, seperti yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 112 ayat (1), Penyidik berwenang 

melakukan pemanggilan dengan menyebutkan alasan secara jelas. Mereka dapat memanggil 

tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, 

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari yang ditentukan 

untuk memenuhi panggilan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang mensyaratkan persetujuan dari Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN) untuk pemanggilan terhadap notaris, terlihat bahwa ini merupakan 

ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan umum mengenai pemanggilan saksi dan 

tersangka dalam Pasal 112 KUHAP yang berbunyi Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan 

menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang 

dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang 

waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi 

panggilan tersebut. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam kewenangan MKN dalam 

memeriksa notaris terkait dengan penegakan hukum oleh penyidik dalam KUHAP.  

Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, jika 

melakukan kesalahan, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan yang 

terjadi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus kesalahan yang bersifat pribadi, notaris 

seharusnya diperlakukan sama seperti warga masyarakat biasa (Equality Before the Law). Namun, 

terkait dengan kesalahan yang terkait langsung dengan tugas dan hasil kerjanya, otentisitas akta 

yang dibuat tetap dijamin. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Hak Imunitas Notaris Dalam Menjalankan  Tugas Profesi Jabatan” 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis wPenelitian 

Peneliti wmenggunakan wpenelitian whukum wnormatif wuntuk wmemunculkan 

wargumentasi, wteori, wdan wkonsep wbaru wyang wdapat wdijadikan wlandasan wsebagai 

wsaran wpenyelesaian wpermasalahan wyang wdihadapi, wmeskipun wpenegakan whukum 

wdalam whal wini wyang wmenjadi wobjek wkajiannya. wMarzuki wmenyampaikan wpendapat 

wbahwa wpenelitian whukum wnormatif wmerupakan wproses wmenemukan waturan whukum, 

wserta wprinsip whukum, wataupun wdoktrin whukumlyang wbertujuan wuntuk wmenjawab 

wisu wserta wpersoalan whukum wyang wsedang wdihadapi”.: wkorupsi. wMemecahkan wsuatu 

wmasalah wjuga wberarti wmengetahui wdan wmemahaminya wdengan wlebih wakurat. w 

Penelitian whukum wnormatif wtahap wpertama wadalah wpenelitian wyang wbertujuan 

wuntuk wmemperoleh whukum w(norma whukum) wyang wobjektif wmelalui wkajian 

wterhadap wpermasalahan whukum. wPenelitian whukum wnormatif wtahap wkedua wadalah 

wpenelitian wyang wbertujuan wuntuk wmemperoleh whukum wsubjektif w(hak wdan 

wkewajiban). wPenelitian wyang wdilakukan wbersifat wdeskriptif. wArtinya, wgambaran 

wgejala-gejala wdi wlingkungan wsosial wyang wrelevan wdengan wkasus wyang wditeliti. 

wPendekatan wyang wdipilih wadalah wpendekatan wkualitatif, wyaitu wlsuatu wprosedur 

wpenelitian wyang wmenyediakan wdata wdeskriptif. wPendekatan wkualitatif wdigunakan 

wuntuk wmemahami wgejala wyang wditeliti. wMenyelenggarakan wpenelitian wyang 

wbertujuan wluntuk wmengembangkan wasas-asas whukum wyang wberlaku wterhadap 

whukum wpositif wtertulis wdan wtidak wtertulis. 

 

Metode wdan wSumber wPengumpulan wData 

Metode 

Bahan whukum wdikumpulkan wmelalui wkatalogisasi wdan widentifikasi wperaturan 

whukum, wserta wklasifikasi wdan wsistematisasi wbahan whukum wsesuai wpertanyaan 

wpenelitian. wOleh wkarena witu, wmetode wyang wdigunakan wuntuk wmengumpulkan 

wbahan whukum wdalam wpenelitian wini wadalah wtinjauan wPustaka. wPenelitian 

wdilakukan wdengan wcara wmembaca, wmenelaah, wmencatat, wdan wmengevaluasi 

wbahan wPustaka. w 

 

Sumber pengumpulan wdata w: 

1. Sumber wbahan whukum wprimer 

 Menurut w(Marzuki, 2005), wbahan whukum wprimer wadalah wbahan whukum wyang 

wbersifat wotoritas. wDi wmana wdalam whal wini wbahan whukum wprimer wadalah 

wterdiri wdari wperaturan wperundang-undangan, wcatatan wcatatan wresmi, watau wrisalah 

wdalam wpembuatan wperaturan wperundang wundangan. wDalam wpenelitian wini, 

wPenulis wmenggunakan wbahan whukum wprimer wsebagai wberikut: 

a. Undang-Undang wNomor w30 wTahun w2004 wTentang wJabatan wNotaris 

b. Undang-Undang wNomor w2 wTahun w2014 w wTentang wPerubahan wAtas 

wUndang-Undang wNomor w30 wTahun w2004 wTentang wJabatan wNotaris 

c. Undang-Undang wNomor w48 wTahun w2009 wTentang wKekuasaan wKehakiman 

d. Undang-Undang wNomor w8 wTahun w1981 wTentang wHukum wAcara wPidana. 
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e. Undang-Undang wNomor w8 wTahun w2004 wtentang wPerubahan wAtas 

wUndang-Undang wNomor w2 wTahun w1986 wtentang wPeradilan wUmum 

 

2. Sumber wbahan whukum wSekunder w 

 Bahan wsekunder wadalah wbahan whukum wyang wsaling wmelengkapi wsatu wsama 

wlain. wMenurut wPeter wMahmud wMarzuki, wpublikasi-publikasi wtentang whukum 

wyang wbukan wmerupakan wdokumen-dokumen wresmi wtermasuk wdalam wkategori 

wbahan whukum wsekunder. wPenelitian wterhadap wkedua wbahan wtersebut wdilakukan 

wdengan wmenggunakan wmetode wanalisis wdokumen. wBuku, wjurnal, wmajalah, wdan 

wputusan wpengadilan wyang wtidak wresmi wmerupakan wcontoh wdokumen whukum 

wsekunder wyang wrelevan wdengan wpenelitian wini. 

 

3. Sumber wbahan whukum wTersier 

 Bahan whukum wtersier, wmenurut wpendapat wMarzuki, wadalah wsumber-sumber 

wyang wmembantu wpemahaman wdan winterpretasi wteks-teks whukum wprimer wdan 

wsekunder. wSumber-sumber wini wmencakup wsumber-sumber wyang wmemberikan 

wsaran-saran wyang wbermanfaat, wpenjelasan wyang wluas, watau wdata wyang wmembuat 

whukum wlebih wmudah wdipahami. wDalam wpenelitian wini wsumber whukum wtersier 

wmencakup, wkamus whukum, wensiklopedia whukum, wbuku wpanduan wpraktis, wdan 

wpublikasi wresmi wdan wsitus wweb wyang wberkaitan wdengan whukum wyang 

wmenawarkan winformasi wtambahan. 

 

Teknik wKeabsahan wdata 
Pada wlprinsipnya, wpengujian wkeabsahan wdata wtidak whanya wmembantu wmembantah 

wtuduhan wterhadap wpenelitian wkualitatif wyangltidaklilmiah, wnamunljuga wmerupakan 

wbagian wyang wtidak wterpisahkan wdari wkumpulan wpengetahuan wpenelitian wkualitatif 

w(Moleong, wl2007: wl–320). Selain witu, wdata wyang wdiperoleh wdiverifikasi wuntuk 

wmemastikan wkeakuratannya. wPenelitian wkualitatiflmeliputi wpemeriksaan wkeabsahan, 

wketeralihan, wketerpercayaan, wdan wkekonfirmasian wsuatu wdata. 

 

Teknik wAnalisis wData w 

Bahan whukum wyang wdiperoleh wdianalisis wsecara wnormatif watau wlebih wdikenal 

idengan wanalisis wdeskriptif wkualitatif. wDi wisini wseluruh wbahan whukum wyang 

terkumpul w(baik wibahan wihukum wprimer wmaupun wbahan whukum wisekunder) wdiolah 

dan wdianalisis wsecara wsistematis wguna wmemperoleh wkesimpulan wyang wjelas wdan 

jelas, wteori watau whukum wyang wterkandung wdalam whukum wpidana wdisajikan wdalam 

bentuk wkesimpulan wyang wjelas wyang wberkaitan wdengan wpokok wpembahasan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN w 

 

Gambaran wUmum wNotaris wdi wIndonesia 

Menurut wUUJN, wnotaris wadalah wpejabat wumum wyang wmemiliki wkewenangan 

eksklusif wuntuk wmembuat wakta wotentik wmengenai wsegala wperbuatan, wperjanjian, wdan 

wpenetapan wyang wdiharuskan woleh wperaturan wumum watau wdikehendaki woleh wpihak 

wyang wberkepentingan wuntuk wdinyatakan wdalam wbentuk wakta wotentik. wNotaris 

wbertanggung wjawab wuntuk wmenjamin wkepastian wtanggal wakta, wmenyimpan wsalinan 
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wdokumen wyang wdibuatnya, wserta wmemberikan wgrosse, wsalinan, wdan wkutipannya 

wkepada wpihak wyang wberkepentingan. wKewenangan wini wtidak wdapat wdialihkan 

wkepada wpejabat watau windividu wlainnya, wkecuali wditetapkan wsecara wjelas wdalam 

wperaturan wumum. 

Perubahan wsignifikan wlainnya wterjadi wdengan wdikeluarkannya wUndang-Undang 

wNomor w2 wTahun w2014 wtentang wPerubahan wUndang-Undang wJabatan wNotaris 

wNomor w30 wTahun w2004 w(UUJN), wyang wmenegaskan wbahwa wnotaris wtetap 

wmerupakan wpejabat wumum wyang wberwenang wuntuk wmembuat wakta wotentik wserta 

wmemiliki wkewenangan wlainnya wyang wdiatur wdalam wundang-undang wtersebut watau 

wundang-undang wlainnya wyang wrelevan. 

Profesi wnotaris wdalam wperjalanannya wseringkali wdihadapkan wpada wtantangan 

wyang wdapat wmengancam wkeberlangsungan wprofesi wtersebut, wkhususnya wterkait 

wdengan wmenjaga wkerahasiaan wklien. w 

Hal wini wmerupakan wmasalah wyang wsangat wsensitif wdan wtidak wboleh wdibuka 

wsecara wumum wkarena wnotaris wtunduk wpada wsumpah wjabatan wyang wmengikat. 

wNotaris wmemiliki wtanggung wjawab wluas wdalam wberbagai wbidang whukum wseperti 

whukum wprivat, whukum wpajak, whukum wpidana, wdan wdisiplin wnotaris. 

Sebagai wseorang wpejabat wumum, wnotaris wbertugas wuntuk wmelayani 

wkepentingan wpublik, wmenciptakan wkepastian whukum, wdan wmemberikan wperlindungan 

whukum wkepada wanggota wmasyarakat wsesuai wdengan wUndang-Undang wNo. w2 wTahun 

w2014 wtentang wPerubahan wAtas wUndang-Undang wNomor w30 wTahun w2004 wTentang 

wJabatan wNotaris. wDalam wmenjalankan wtugasnya, wnotaris wharus wmematuhi wsegala 

wketentuan wyang wdiatur wdalam wUUJN wuntuk wmenjaga wintegritas, wprofesionalisme, 

wserta wmenjunjung wtinggi wkepercayaan wmasyarakat wterhadap wprofesi wnotaris. 

Pasal w4 wdan wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUndang-Undang wJabatan wNotaris 

wtentang wmengamanatkan wbahwa wnotaris wbertanggung wjawab wuntuk wmenjaga 

wkerahasiaan wsemua winformasi wterkait wdengan wakta wyang wdibuatnya wdan wsegala 

wketerangan wyang wdiperoleh wdalam wproses wpembuatan wakta, wsesuai wdengan wsumpah 

wjabatan wyang wdiambilnya, wkecuali wjika wundang-undang wmenentukan wsebaliknya. 

wPelanggaran wterhadap wkewajiban wini, wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal w16 wayat 

w(11) wUndang-Undang wJabatan wNotaris, wtentang wakibat wpada wsanksi wmulai wdari 

wteguran wlisan whingga wpemberhentian wdengan wtidak whormat. 

Putusan wMahkamah wKonstitusi wRepublik wIndonesia w(MKRI) wNomor w49/PUU-

X/2012 wmengakhiri wkewenangan wMajelis wPengawas wDaerah w(MPD) wyang wdiatur 

wdalam wPasal w66 wayat w(1) wUUJN, wsehingga wnotaris wtidak wlagi wperlu wmeminta 

wizin wkepada wMPD wuntuk wkeperluan wpemeriksaan watau wklarifikasi watas wperselisihan 

wdi wantara wsesama wnotaris. wDalam wkonteks wini, wnotaris wtetap wmemegang wtanggung 

wjawab wuntuk wmenjaga wkerahasiaan winformasi wdari wkliennya, wyang wmerupakan 

wbagian wpenting wdari wtugas wdan wprofesinya wsebagai wnotaris. 

Penggunaan whak wuntuk wmerahasiakan wsesuatu wyang wberkaitan wdengan wjabatan 

wdiatur wpula wdalam whukum wacara wpidana, whukum wperdata wdan wKitab wUndang-  

Undang wHukum wPidana. wPada wPasal w170 wayat w(1) wKUHAP wmenyatakan wbahwa, 

wmereka wyang wkarena wpekerjaan, wharkat, wmartabat, watau wjuga wjabatannya 

wdiwajibkan wuntuk wmenyimpan wrahasia, wdapat wdiminta wdibebaskan wdari wpenggunaan 

whak wuntuk wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi, wyaitu wtentang whal wyang 

wdipercayakan wkepadanya. wSelain witu wpada wPasal w1909 wayat w(2) wKUH wPerdata 
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wdinyatakan wbahwa, wsegala wsiapa wyang wkarena wkedudukannya, wpekerjaannya watau 

wjabatannya wmenurut wundang-undang, wdiwajibkan wmerahasiakan wsesuatu, wnamun 

whanyalah wsemata-mata wmengenai whal-hal wyang wpengetahuannya wdipercayakan 

wkepadanya wsebagai-mana wdemikian. wPasal w322 wayat w(1) wKUH wPidana wmenyatakan 

wbahwasanya, w“Barangsiapa wdengan wsengaja wmembuka wrahasia wyang wwajib 

wdisimpannya wkarena wjabatan watau wpencahariannya, wbaik wyang wsekarang wmaupun 

wyang wdahulu, wdiancam wdengan wpidana wpenjara wpaling wlama wsembilan wbulan watau 

wdenda wpaling wbanyak wenam wratus wrupiah”. wOleh wkarena witu, wadalah wbijaksana 

wapabila wpelanggaran wdalam wmelakukan wjabatan wyang wdilakukan woleh wseorang 

wNotaris, whendaknya wterlebih wdahulu wdiperiksa wdan wditentukan wapakah wpelanggaran 

wyang wbersangkutan wadalah wbersifat wpribadi watau wberupa wpelanggaran wterhadap 

wjabatan wNotaris. 

 

Data Penelitian w 

Kasus wyang wdibahas wdalam wPutusan wNo. w1443/Pid.B/2022/PN.Tng. wmelibatkan wDr. 

Bambang wSudirmanto, wS.H., wM.Kn., wseorang wnotaris wyang wdinyatakan wbersalah 

atas wtindak wpidana wpenipuan wterkait wdengan wtransaksi wtanah. wBerikut wini wadalah 

gambaran wringkas wtentang wkasus wtersebut wdan wimplikasi whukum wyang wrelevan: 

Pihak-pihak wyang wTerlibat: 

a) Dr. wBambang wSudirmanto, wS.H., wM.Kn. w(Terdakwa), wseorang wnotaris wyang 

wterlibat wdalam wtransaksi wtanah wyang wkontroversial. 

b) Agus wSyaiful wRazak w(Pelapor). 

c) Main wbin wAli wSamad w(terlibat wdalam wpenjualan wtanah). 

d) Ny. wAnis wPanti wRukmi wbinti wSipan w(juga wterlibat wdalam wtransaksi wtanah). 

 

Rincian wTanah wyang wDiperdebatkan: wTanah wdengan wGirik wC w439 wpersil w65 wD  II, 

wseluas w9.890 wm2 wdi wDesa wMekar wJaya, wKecamatan wSerpong, wKota wTangerang 

wSelatan, wyang wdiklaim wmilik wahli wwaris wAli wbin wSamad. 

Tanah wdengan wGirik wC w824 wpersil w65 wD wII, wluas wsekitar w1.350 wm2 wdi wDesa 

wRawa wBuntu w(sekarang wKelurahan wRawa wMekar wJaya), wKecamatan wSerpong, wKota 

wTangerang wSelatan, wyang wdimiliki woleh wNy. wAnis wPanti wRukmi wbinti wSipan. 

 

Kronologi wPerkara: 

Dr. wBambang wSudirmanto wdiduga wmenggunakan wdokumen wpalsu watau wtidak wsah 

wuntuk wmengamankan wtransaksi wjual wbeli wtanah wdengan wAgus wSyaiful wRazak 

wdengan wharga wyang wtidak wproporsional. 

Agus wSyaiful wRazak wtelah wmembayar wsejumlah wbesar wuang wberdasarkan winformasi 

wyang wkemudian wterbukti wtidak wvalid. 

Penyidikan wkemudian wmengungkap wbahwa wdokumen wyang wdiajukan woleh wDr. 

wBambang wSudirmanto wtidak wmemiliki wotoritas wsah wuntuk wmendukung wtransaksi 

wtersebut. 

 

Keputusan wHukum: 

Dr. wBambang wSudirmanto wdinyatakan wbersalah wberdasarkan wPasal w378 wKUHP 

wtentang wtindak wpidana wpenipuan. wPengadilan wmemutuskan wbahwa wdia wdengan 
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wsengaja wmenggunakan wdokumen wpalsu wuntuk wmemanipulasi wtransaksi wproperti wyang 

wpada wakhirnya wmerugikan wpihak wlain wsecara wfinansial. 

 

Analisis wHukum: 

Implikasi wPidana: wPutusan wini wmenunjukkan wbahwa wpengadilan wmenerapkan 

whukuman wberat wterhadap wDr. wBambang wSudirmanto watas wpenggunaan wdokumen 

wpalsu wdalam wtransaksi whukum. wIni wmenggarisbawahi wpentingnya wintegritas wdan 

wkejujuran wdalam wprofesi wnotaris wdalam wmemastikan wkeadilan wdan wkeabsahan 

wdalam wsetiap wtransaksi whukum. 

Tanggung wJawab wProfesional: wSebagai wnotaris, wDr. wBambang wSudirmanto wmemegang 

wtanggung wjawab wbesar wuntuk wmemastikan wbahwa wsemua wtransaksi whukum wyang 

wdia wfasilitasi wdidasarkan wpada wdokumen wyang wsah wdan wprosedur wyang wjujur. 

wPelanggaran wterhadap wprinsip wini wtidak whanya wmelanggar whukum, wtetapi wjuga 

wmencoreng wreputasi wdan wintegritas wprofesi wnotaris wsecara wumum. 

Pengajaran wdari wKasus wIni: wPutusan wini wmengingatkan wsemua wpihak, wkhususnya 

wpara wpejabat wpublik wseperti wnotaris, wuntuk wmematuhi wetika wdan wstandar whukum 

wyang wketat wdalam wsetiap wtindakan wyang wmereka wlakukan. wHal wini wpenting wuntuk 

wmempertahankan wkepercayaan wmasyarakat wdan wmenjaga wkepastian whukum wdalam 

wsistem wperadilan wIndonesia. 

Dalam wkonteks wini, wkeputusan wpengadilan wterhadap wDr. wBambang wSudirmanto 

wmenyoroti wpentingnya wkepatuhan wterhadap wprinsip-prinsip whukum wdan wetika wprofesi 

wdalam wmenjalankan wtugas wnotaris. wIni wadalah wpengingat wbahwa wprofesi wnotaris 

wbukan whanya wtentang wadministrasi, wtetapi wjuga wtentang wkepercayaan wdan wintegritas 

wdalam wmemfasilitasi wtransaksi whukum wyang wadil wdan wsah. 

 

Kasus wkedua, wRatio wdecidendi wdari wPutusan wNomor w1175 wK/PID/2021 wmengenai 

wkasus Puji wSunanto, wS.H., wS.P.N. wdapat wdsimpulkan wsebagai wberikut: 

Pertama, wPuji wSunanto wterbukti wsecara wsah wdan wmeyakinkan wmelakukan wtindak 

wpidana  turut wserta wdalam wpemalsuan wAkta wJual wBeli w(AJB) wNomor w68/2012 

wyang wmengalihkan hak wkepemilikan wSHM wNomor w4602 wdari wNurbaini wkepada 

wMardiana wtanpa wpersetujuan dan wpengetahuan wNurbaini. 

Kedua, wNotaris wPuji wSunanto wdianggap wmelakukan wpelanggaran wberat wterhadap 

wkewenangan dan wtugasnya wsebagai wpejabat wumum, wyang wseharusnya windependen 

wdan wmematuhi ketentuan hukum wyang wberlaku. wPengadilan wmenilai wbahwa wNotaris 

wtidak wboleh whanya wmengikuti kehendak wpihak-pihak wyang wterlibat wdalam wperjanjian 

wjika whal wtersebut wtidak wsesuai dengan whukum, wmoral, wdan wetika. 

Ketiga, wadanya whasil wpemeriksaan wdi wLaboratorium wForensik wyang wmenyatakan 

wbahwa tandatangan wsaksi wdalam wAJB wNomor w68/2012 wtidak widentik wdengan 

wtandatangan wasli Nurbaini wmenguatkan wbahwa wdokumen wtersebut wadalah wpalsu. 

wOleh wkarena witu, wAJB tersebut wdinyatakan wtidak wsah wdan wsebagai whasilnya, wPuji 

wSunanto wdihukum wkarena membuat watau wmenyertakan wdalam wtindak wpidana 

wpemalsuan. 

Keempat, wberdasarkan wPasal w264 wayat w(1) wJo. wPasal w55 wayat w(1) wKUHP, wPuji 

wSunanto wdijatuhi whukuman wkarena wterlibat wdalam wpembuatan wsurat wpalsu wyang 

wmengakibatkan wkerugian wmateriil wyang wsignifikan wbagi wNurbaini wdan wJon wBob. 
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Kelima, wputusan wPengadilan wTinggi wyang wmenguatkan wputusan wPengadilan wNegeri 

wuntuk wmenjatuhkan whukuman wkepada wPuji wSunanto wdinilai wtepat wkarena wtidak 

wada walasan wyang wmembenarkan wkasasi wyang wdiajukan woleh wterdakwa. 

Dengan wdemikian, wputusan wtersebut wmenegaskan wbahwa wperan wNotaris wdalam 

wmenjaga wintegritas wdan wkeabsahan wdokumen whukum wsangat wpenting, wserta wharus 

wselalu wberdasarkan wprinsip-prinsip wkeadilan wdan wkepatuhan wterhadap whukum wyang 

wberlaku. 

 

Analisisi wHasil wPenelitian 

Penggunaan whak wimunitas wuntuk wmenjaga wkerahasiaan widentitas wpenghadap 

woleh wseorang wNotaris 

Penggunaan whak wimunitas wuntuk wmenjaga wkerahasiaan widentitas wpenghadap woleh 

wseorang wNotaris wketika wia wdijadikan wsaksi wdalam wproses wpemeriksaan wperadilan 

wpidana wmerupakan wsebuah whak wyang wdiatur wdan wpenting wuntuk wdipahami. 

wNotaris, wsebagai wpejabat wumum wyang wmemegang wjabatan wyang wdiatur woleh 

wundang-undang, wmemiliki wkewajiban wuntuk wmenjaga wkerahasiaan winformasi wyang 

wdiperolehnya wdalam wmenjalankan wtugasnya, wkecuali wada wizin watau wperintah wdari 

wpihak wberwenang. 

Hak wimunitas wini, wsering wkali wdisebut wjuga wsebagai whak wingkar watau 

wverschoningsrecht wdalam wkonteks whukum wBelanda wyang wmempengaruhi wsistem 

whukum wIndonesia wterkait wkenotariatan, wmemberikan wNotaris whak wuntuk wmenolak 

wmemberikan wketerangan wyang wmungkin wmembuka widentitas watau winformasi wrahasia 

wyang wdiperolehnya wselama wmenjalankan wtugas wjabatannya. wHal wini wsejalan wdengan 

wprinsip wbahwa wNotaris wharus wmenjaga wkepercayaan wpublik wterhadap wkerahasiaan 

wdan wkeamanan winformasi wyang wdiperoleh wdari wklien watau wpenghadap. 

Dalam wkonteks wpemeriksaan wperadilan wpidana, wketika wseorang wNotaris wdipanggil 

wuntuk wmemberikan wkesaksian watau wketerangan, whak wimunitas wini wmemungkinkan 

wNotaris wuntuk wmenolak wmemberikan winformasi wyang wdapat wmengidentifikasi 

wpenghadap watau wmengungkapkan winformasi wyang wbersifat wrahasia wyang 

wdiperolehnya wselama wproses wpembuatan wakta watau wpelayanan wnotarial wlainnya. 

wNotaris wdapat wmenggunakan whak wini wuntuk wmenjaga wintegritas wdan wkepercayaan 

wterhadap wprofesinya wserta wuntuk wmematuhi wkode wetik wdan wundang-undang wyang 

wmengatur wkenotariatan. 

Namun wdemikian, wpenggunaan whak wimunitas woleh wNotaris wtidak wbersifat 

wabsolut. wTerdapat wprosedur wyang wharus wdiikuti, wseperti wmembuat wpermohonan 

wsecara wtertulis wkepada whakim wyang wmemeriksa wperkara wuntuk wmenggunakan whak 

wingkar, wdengan wmenyebutkan walasan wdan wkebutuhan wuntuk wmenjaga wkerahasiaan 

wpenghadap. wKeputusan wuntuk wmengabulkan watau wmenolak wpermohonan wtersebut 

wkemudian wmenjadi wtanggung wjawab whakim wyang wmemeriksa wperkara, wyang wakan 

wmempertimbangkan wkepentingan whukum wyang wlebih wluas. 

Dengan wdemikian, wpenggunaan whak wimunitas woleh wNotaris wsebagai wsaksi wdalam 

wproses wpemeriksaan wperadilan wpidana wadalah wlangkah wyang wpenting wuntuk 

wmenjaga wkerahasiaan winformasi wyang wdiperolehnya wdalam wmenjalankan wtugas 

wnotarial, wsekaligus wmemastikan wkepatuhan wterhadap wprinsip wprofesionalisme wdan 

wetika wdalam wprofesi wkenotariatan. 
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Secara wumum, wNotaris wmemiliki wtanggung wjawab wuntuk wmenjaga wkerahasiaan 

wisi wakta wdan winformasi wyang wdiperoleh wdari wpara wpihak watau wpenghadap wselama 

wproses wpembuatan wakta wNotaris. wKewajiban wini wdapat wdikesampingkan whanya wjika 

wada wperintah wundang-undang wyang wmengharuskannya wmemberikan wketerangan 

wterkait wakta wtersebut. wPrinsip wini wmenegaskan wbahwa wNotaris whanya wboleh 

wmengungkapkan winformasi wyang wberkaitan wdengan wakta wjika wada wkeharusan 

whukum wyang wmengatur whal wtersebut. 

Kerahasiaan wyang wdijaga woleh wNotaris wbukan wsemata-mata wuntuk wkepentingan 

wpribadi wmereka, wmelainkan wuntuk wmelindungi wkepentingan wpara wpihak watau 

wpenghadap wyang wtelah wmemberikan winformasi wkepada wmereka. wPara wpenghadap 

wpercaya wbahwa wNotaris wmampu wmenjaga wsemua winformasi wdan wpernyataan wyang 

wmereka wsampaikan wselama wproses wpembuatan wakta. wSebagai wpejabat wyang 

wmenjalankan wtugas wpublik, wNotaris wharus wtetap wnetral wdan wtidak wmemihak, wserta 

wmenghormati wkewajiban wuntuk wmerahasiakan wsemua wketerangan wyang wterkait 

wdengan wisi wakta wyang wdibuatnya. 

Jika wterjadi wperselisihan wantara wpihak-pihak wyang wmerasa wdirugikan wterkait 

wdengan wakta wyang wdibuat woleh wNotaris, wproses whukum wdapat wmemerlukan 

wpenyelidikan wuntuk wmemverifikasi wdan wmenyelesaikan wsengketa wtersebut. wDalam 

wkonteks wperadilan wpidana, wakta wyang wdibuat woleh wNotaris wmemiliki wnilai wbukti 

wyang wsignifikan wsesuai wdengan wketentuan wPasal w184 wKUHP, wyang wmeliputi 

wketerangan wsaksi, wketerangan wahli, wsurat, wpetunjuk, wdan wketerangan wdari wterdakwa. 

Dalam wpraktik wpengadilan, wpihak wyang wterlibat wdalam wproses whukum, wtermasuk 

wNotaris, wdapat wdipanggil wsebagai wsaksi wuntuk wmemberikan wketerangan wtentang 

wakta wyang wtelah wmereka wbuat. wDalam wkonteks wini, wakta wotentik wyang wdisusun 

woleh wNotaris wmemainkan wperan wpenting wdalam wpembuktian wdan wpenyelesaian 

wsengketa whukum. 

Khusus wmengenai wpengambilan wsalinan wminuta wakta watau wdokumen wterkait woleh 

wpenyidik, wpenuntut wumum, watau whakim wdalam wproses whukum, wPasal w66 wUUJN-

P wmenegaskan wbahwa wpersetujuan wdari wMajelis wKehormatan wNotaris w(MKN) wharus 

wdiperoleh wsebelum wtindakan wtersebut wdilakukan. wHal wini wmenegaskan wperlunya 

wperlindungan wyang wketat wterhadap wkeamanan wdan wkeotentikan wdokumen wyang 

wdipegang woleh wNotaris. 

Dalam wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi wkepada wpenyidik, wNotaris wharus 

wtetap wmematuhi wsumpah wjabatan wyang wdiemban wsebagai wseorang wNotaris. wHal wini 

wpenting wagar wNotaris wdan wpenyidik wmemahami wbatasan wkerahasiaan wyang wmelekat 

wpada wjabatan wNotaris wterkait wdengan wakta wyang wdibuatnya. wMunir wFuady 

wmenjelaskan wbahwa wrahasia wjabatan wNotaris whanya wdapat wdiungkapkan wdalam 

wkonteks wtertentu, wyaitu: 

a) Dengan wizin wdari wpihak wterkait, wkarena whubungan wantara wNotaris wdengan 

wpara wpihak wadalah whubungan wyang wsejajar. wDengan wdemikian, wizin 

wuntuk wmengungkapkan wrahasia wjabatan whanya wbisa wdiberikan watas 

wpersetujuan wdari wpara wpihak wyang wterlibat. 

b) Jika wkepentingan wumum wmengharuskannya. 

c) Jika wterdapat wUndang-Undang wyang wsecara wkhusus wmemperbolehkan 

wpengungkapan wrahasia wjabatan, wseperti wdalam wNota wKesepahaman wantara 

wKepolisian wRepublik wIndonesia w(POLRI) wdengan wINI wdan wIPPAT. 
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Jabatan wNotaris wdiberikan wkepercayaan wyang besar, wnamun wtetap wterdapat 

wkemungkinan wterjadinya wpelanggaran wdalam wpembuatan wakta. wSetiap wpelanggaran 

whukum wharus wmengikuti wproses wpenyidikan, wpenyelidikan, wdan wpersidangan, wbaik 

wdalam wranah wperdata wmaupun wpidana. 

Dalam wkonteks wpemanggilan wNotaris wdalam wproses wpemeriksaan wpidana, 

wperannya wdapat wdibedakan wsebagai wberikut: 

a. Sebagai wAhli: 

Notaris wdipanggil wuntuk wmemberikan wpenjelasan wsebagai wahli whukum wyang 

wmemiliki wkewenangan wdalam wmembuat wakta wotentik. wDalam wkapasitas wini, 

wNotaris wmemberikan wpandangan whukum wyang wrelevan wdengan wkewenangannya 

wdalam wpembuatan wakta, wbertujuan wuntuk wmemberikan wpencerahan wkepada 

wpihak wpenyidik, wjaksa, whakim, wpengacara, wdan wpihak wterkait wdalam wupaya 

wmencari wkeadilan. 

b. Sebagai wSaksi: 

Notaris wdiminta wuntuk wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi wdalam wperkara 

wpidana wterkait wakta wotentik wyang wdibuatnya. wSebagai wsaksi, wNotaris wdiminta 

wuntuk wmenjelaskan wapa wyang wdia wlihat, wdengar, wserta wbukti-bukti wpendukung 

wyang wrelevan wterkait wpembuatan wakta wtersebut. wKeterlibatannya wsebagai wsaksi 

wpenting wjika wterdapat wdugaan wbahwa wNotaris watau wakta wyang wdibuatnya 

wterlibat wdalam wtindak wpidana. wDalam wsituasi wdi wmana wdugaan wtersebut wcukup 

wkuat, wstatus wNotaris wdapat wditingkatkan wmenjadi wtersangka. 

c. Sebagai wTersangka: 

Notaris wdipanggil wdalam wkapasitasnya wsebagai wtersangka wberdasarkan wbukti 

wawal wyang wmenunjukkan wkemungkinan wketerlibatannya wdalam wtindak wpidana 

wterkait wpembuatan wakta wotentik. wSebagai wtersangka, wNotaris wdiharuskan wuntuk 

wmenjelaskan wperan wserta wdan wbertanggung wjawab wsecara whukum watas 

wperbuatannya wdalam wpersidangan. wBukti-bukti wyang wditemukan woleh wpenyidik 

wakan wdigunakan wsebagai wdasar wuntuk wmenentukan wpertanggungjawaban 

whukumnya. 

 

Pemanggilan wNotaris wdalam wproses wpemeriksaan wpidana wdapat wbervariasi 

wsesuai wdengan wperannya wdalam wkasus wyang wsedang wdiselidiki, wmulai wdari 

wmemberikan wpandangan wsebagai wahli, wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi, 

whingga wharus wmempertanggungjawabkan wperannya wsebagai wtersangka wjika 

wterbukti wterlibat wdalam wtindak wpidana. 

Notaris wdalam wmenjalankan wkewajibannya wmemiliki wtanggung wjawab wkepada 

wdua wpihak wutama: 

a. Tuhan wYang wMaha wEsa: wSesuai wdengan wsumpah watau wjanji wyang 

wdiucapkan wberdasarkan wkeyakinan wagama wyang wdipeluk, wNotaris 

wbertanggung wjawab watas wsetiap wtindakan wyang wdilakukannya wdalam 

wmenjalankan wtugas wjabatannya, wyang wakan wdipertanggungjawabkan wdi 

whadapan wTuhan. 

b. Negara wdan wMasyarakat: wNotaris wjuga wbertanggung wjawab wkepada wnegara 

wdan wmasyarakat. wNegara wtelah wmemberikan wkepercayaan wkepada wNotaris 

wuntuk wmelakukan wtugasnya wdalam wbidang whukum wperdata, wkhususnya 
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wdalam wpembuatan wakta wyang wmemiliki wkekuatan wpembuktian wyang wkuat. 

wMasyarakat wpercaya wbahwa wNotaris wmampu wmengartikulasikan wkehendak 

wmereka wsecara wakurat wmelalui wakta wyang wdisusunnya, wserta wdapat 

wmenjaga wkerahasiaan wdan wkepercayaan watas wsegala wketerangan wyang 

wdiberikan wdi whadapannya. 

 

Pitlo wmenjelaskan wbahwa wkewajiban wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wberlaku wbagi 

wprofesi wseperti wDokter, wNotaris, wdan wpetugas wagama, wyang wdiberlakukan woleh 

wundang-undang wdan wnorma wsosial wuntuk wmemastikan wbahwa wmasyarakat wdapat 

wmeminta wbantuan wspiritual wdan wmateri wdari wmereka wtanpa wkhawatir. wKewajiban 

wini wdidasarkan wpada wprinsip whukum wpublik wyang wkuat, wyang wtidak whanya 

wmelindungi wkepentingan wpribadi wNotaris wtetapi wjuga wkepercayaan wdan wkepentingan 

wpara wpihak wyang wterlibat. wOleh wkarena witu, wNotaris wperlu wmempertimbangkan 

wdengan whati-hati wpenggunaan whak wingkarnya, wkarena wdapat wberpotensi wmenghadapi 

wsanksi wberat wseperti whukuman, wdenda, wbiaya, wkerugian, wdan wbahkan wpemecatan 

wdari wjabatannya wjika wmelanggar wketentuan wyang wdiatur wdalam wUndang-Undang 

wNomor w2 wTahun w2014. 

Sebagai wseorang wsaksi wdalam wkonteks whukum, wNotaris wmemiliki wkewajiban 

wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wisi wakta widan winformasi wyang wdiperolehnya wdalam 

wmenjalankan wtugasnya. wNamun, wdalam wsituasi wdi wmana wundang-undang 

wmemerintahkan, wNotaris wdapat wdiminta wuntuk wmengungkap wrahasia wjabatannya wdan 

wmemberikan wketerangan wyang wdiperlukan wdalam wproses wpersidangan wsebagai walat 

wbukti. 

Sebagai wseorang wsaksi, wNotaris wtidak wdiizinkan wuntuk wmemberikan wpendapat 

watau wspekulasi wpribadi, wmelainkan wharus wmemberikan wketerangan wyang wdidasarkan 

wpada wfakta wyang wdia wlihat watau walami wsendiri wtentang wperistiwa whukum. 

wKeterlibatan wNotaris wsebagai wsaksi wsebenarnya wtercermin wdalam wakta wotentik wyang 

wtelah wdibuatnya, wyang wmerupakan wcatatan wtentang wkehendak wdan wpernyataan wpara 

wpihak wyang wterlibat wdalam wsuatu wperistiwa. wKehadiran wNotaris wdalammemberikan 

wiketerangan wyang wdiperlukan wsebagai walat wbukti wdalam wpenyelesaian wperkara 

wadalah wsuatu wkewajiban wyang wharus wdilaksanakannya, wdan wketidakpatuhan wterhadap 

wkewajiban wini wdapat wmengakibatkan wsanksi wpidana wsesuai wdengan wPasal w224 

wayat w1 wKUHP. 

 

Berkaitan wdengan wketerlibatan wNotaris wsebagai wsaksi wdalam wproses wperadilan 

wpidana wterkait wpenggunaan whak wingkar, wtelah wdiatur wdalam wPutusan wMahkamah 

wAgung wRI wNomor wMA/Pemb/3425 wtanggal w12 wApril w1986, wkhususnya wdalam 

wpoin wG wdan wH wsebagai wberikut: 

a) Poin wG: wTerkait wdengan wsumpah wjabatan wNotaris w(Pasal w4 wayat w2), wPasal 

w16 wayat w(1) we, wdan wPasal w54 wUUJN), wNotaris wberhak wuntuk wmeminta 

wdibebaskan wdari wkewajiban wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi 

wsesuaidengan wketentuan wPasal w170 wKUHAP, watau wdapat wmenolak 

wmemberikan wketerangan wseperti wyang wdiatur wdalam wPasal w120 wAyat w(2) 

wKUHAP. 

b) Poin wH: wHak wingkar wNotaris wdapat wdikesampingkan wjika whal wtersebut 

wdemi wkepentingan whukum watau wkepentingan wumum wyang wlebih wtinggi 
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wdaripada wkepentingan wpribadi wyang wterkait wdengan wisi wakta, watau 

wberdasarkan wpengecualian wyang wdiatur wdalam wPasal w4 wlayat w(2), wPasal 

w16 wlayat wl(1) whuruf we, wdan wPasal w54 wUUJN 

 

Oleh wkarena witu, wdalam wkonteks wpenggunaan whak wingkar, wNotaris wmemiliki 

wwewenang wuntuk wmenentukan wapakah wakan wmemberikan wketerangan wsebagai wsaksi 

watau wmenggunakan whak wingkar, wdengan wmempertimbangkan waspek whukum wyang 

wrelevan wserta wkepentingan wyang wterlibat wdalam wproses wperadilan wpidana. 

Kewajiban wuntuk wtidak wmemberikan wketerangan watau wmenggunakan whak wingkar 

wdapat wdilonggarkan wdalam wkeadaan wdi wmana wterdapat wkepentingan wyang wlebih 

wmendesak, wterutama wkepentingan wumum. wMeskipun whak wingkar wmerupakan 

wtanggung wjawab wNotaris wuntuk wmenjaga wkerahasiaan winformasi wpribadi wpara 

wpihak, wdalam wsituasi wdi wmana wkepentingan whukum wmengharuskan wdia wuntuk 

wmemberikan wkesaksian, wNotaris wdapat wdibebaskan wdari wsumpah watau wjanji wuntuk 

wmerahasiakan wjabatannya wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal w4 wayat w(2) wdan wPasal 

w16 wayat w(1) whuruf wf wUUJN-P. 

 

Pasal w170 wayat w(2) wKUHAP wjuga wmenyatakan wbahwa whak wingkar wdapat 

wdiabaikan wjika wterdapat wkepentingan wyang wlebih wbesar wyang wmenuntut wuntuk 

wmengungkapkan wrahasia wjabatan, wserta wadanya wpengecualian watau wpenghapusan 

wketentuan wrahasia wjabatan wdan wpembatalan whak wingkar wberdasarkan wPasal w66 

wUUJN, wseperti wUU wTindak wPidana wKorupsi wdan wUU wPengadilan wPajak. 

Undang-Undang wyang wdapat wmengesampingkan watau wmenggugurkan wHak wIngkar 

wNotaris wmencakup wbeberapa wregulasi wpenting, wdi wantaranya: 

a) Pasal w35 wUndang-Undang wNomor w16 wTahun w2009 wtentang wPenetapan 

wPeraturan wPemerintah wPengganti wUndang-Undang wNomor w5 wTahun w2008 

wTentang wPerubahan wKeempat wAtas wUndang-Undang wNomor w6 wTahun 

w1983 wTentang wKetentuan wUmum wdan wTata wCara wPerpajakan: 

1) Ketika wDirektur wJendral wPajak wmeminta wketerangan watau wbukti 

wterkait wpemeriksaan wpajak, wpenagihan wpajak, watau wpenyidikan wtindak 

wpidana wdi wbidang wperpajakan, wNotaris wdiwajibkan wuntuk 

wmemberikan winformasi wyang wdiminta. 

2) Kewajiban wmerahasiakan wNotaris wdalam wkonteks wini wdihapuskan 

wuntuk wtujuan wtersebut, wkecuali wjika wMenteri wKeuangan 

wmengeluarkan wpermintaan wtertulis wuntuk wtetap wmenjaga wkerahasiaan 

wbagi wbank. 

b) Pasal w36 wUndang-Undang wNo. w31 wTahun w1999 wyang wdiubah wdengan 

wUndang-Undang wNo. w20 wTahun w2001 wtentang wPemberantasan wTindak 

wPidana wKorupsi: 

1) Persyaratan wmemberikan wkesaksian wberlaku wbagi windividu wyang, 

wberdasarkan wpekerjaan, wstatus wsosial, watau wjabatan, wdiwajibkan wuntuk 

wmenjaga wkerahasiaan. 

2) Aturan wini wberlaku wdengan wpengecualian wuntuk wpetugas wagama wyang 

wberdasarkan wkeyakinan wagamanya wharus wmenjaga wkerahasiaan. 

c) Pasal w59 wUndang-Undang wNomor w14 wTahun w2002 wtentang wPengadilan 

wPajak: 
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Setiap windividu wyang, wkarena wpekerjaan watau wjabatannya, wmemiliki 

wkewajiban wuntuk wmerahasiakan winformasi, wkewajiban wtersebut wdihapuskan 

wuntuk wkeperluan wpersidangan. 

 

Ketiga wundang-undang wtersebut wmemberikan wlandasan whukum wyang 

wmemungkinkan wpembukaan wrahasia wjabatan wNotaris wdalam wsituasi wtertentu, wseperti 

wdalam wkonteks wpemeriksaan wperpajakan, wpenegakan whukum wterhadap wkorupsi, wdan 

wpersidangan wdi wpengadilan wpajak. 

Undang-undang wseperti wPasal w36 wUndang-Undang wNo. w31 wTahun w1999 wyang 

wtelah wdiubah wdengan wUndang-Undang wNo. w20 wTahun w2001 wtentang 

wPemberantasan wTindak wPidana wKorupsi wmemberikan wpengecualian wterhadap whak 

wingkar wNotaris wdalam wkasus-kasus wkejahatan wkorupsi wyang wdianggap wluar wbiasa 

wdan wberpotensi wmerugikan wkekayaan wnegara. wMeskipun wNotaris wmemiliki 

wkewajiban wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wdalam wjabatannya wsebagai wpejabat wumum, 

wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUUJN wjuga wmenegaskan wbahwa wundang-undang 

wdapat wmenentukan wpengecualian wterhadap wkewajiban wini. wHal wini wmenunjukkan 

wbahwa wupaya wpemberantasan wkorupsi wdianggap wmemiliki wkepentingan wumum wyang 

wlebih wtinggi wdaripada wkepentingan windividual wpara wpihak watau wpenghadap wyang 

wbersifat wpersonal. 

Menurut wpandangan wdari wOemar wSeno wAdji wdan wLumban wTobing, whak 

wmengundurkan wdiri w(Verschoningsrecht) wNotaris wbisa wdiabaikan wdalam wkeadaan wdi 

wmana wada wkepentingan wyang wlebih wbesar wyang wmengharuskan wNotaris 

wmemberikan wkesaksian. wDengan wdemikian, wketika wNotaris wmenggunakan whak 

wingkar wuntuk wmemberikan wkesaksian wdalam wproses whukum, wtindakan wini 

wmendapatkan wperlindungan wyang wtegas wdari wundang-undang. 

Pasal w16 wAyat w(1) whuruf wf wUUJN wmenetapkan wbahwa wpengecualian wterhadap 

whak wmengundurkan wdiri wharus wdidasarkan wpada wundang-undang. wIni wmenunjukkan 

wbahwa wketika wNotaris wmengungkapkan winformasi wberdasarkan wperintah wundang-

undang, witu wtidak wdianggap wsebagai wpelanggaran wterhadap wkewajiban wuntuk 

wmenjaga wkerahasiaan wyang wseharusnya. 

Pasal w50 wKUHP wmenegaskan wbahwa wseseorang wyang wbertindak wsesuai wdengan 

wperaturan wperundang-undangan wtidak wboleh wdipidana. wOleh wkarena witu, wbagi 

wNotaris wyang wmemberikan wkesaksian watau wmengungkap winformasi wyang wdiminta 

wdalam wrangka wkewajiban whukum, wseperti wdalam wkasus wkewajiban wmemberikan 

wkesaksian wterkait wkasus wkorupsi, wtidak wbisa wdikenakan wPasal w322 wKUHP. 

Ini wmenunjukkan wbahwa wdalam wkonteks wtertentu, wNotaris wdapat wdikecualikan 

wdari wkewajiban wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wjabatannya, wterutama wketika wundang-

undang wmewajibkan wmereka wuntuk wmemberikan wkesaksian wdalam wrangka wpenegakan 

whukum wyang wbersifat wumum wdan wpenting 

Dalam wmenetapkan wbatas-batas whak wingkar wNotaris, wyang wmenjadi wtitik wtolak 

wutamanya wadalah wkewajiban wNotaris wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wisi wakta-aktanya, 

wbaik wyang wtercatat wdi wdalam wakta wtersebut wmaupun winformasi wyang wdiberikan 

wkepadanya wdalam wkapasitas wsebagai wNotaris. wPengecualian whanya wdiperbolehkan 

wdalam wkeadaan wdi wmana wterdapat wkepentingan wyang wlebih wtinggi watau wjika 

wundang-undang wsecara weksplisit wmembebaskannya wdari wkewajiban wuntuk 

wmerahasiakan. 
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Penggunaan whak wingkar woleh wNotaris wjuga wberimplikasi wpada wkerahasiaan wyang 

wdijamin wkepada wpara wpenghadap wdalam wakta wotentik, wyang wmerupakan wkewajiban 

wmutlak wNotaris wsesuai wdengan wUUJN. wKetika wdiminta wmemberikan wkesaksian 

wsebagai wsaksi wdalam wproses wperadilan wpidana woleh wpihak wpenegak whukum, 

wNotaris wmemiliki whak wuntuk wmenolak wmemberikan winformasi wmengenai wapa wyang 

wterdapat wdalam wakta wtersebut. wHal wini wmenandakan wbahwa wNotaris wharus wsecara 

wjelas wmembedakan wantara winformasi wyang wboleh wdiungkapkan wdan wyang wharus 

wdijaga wkerahasiaannya wsesuai wdengan wketentuan wUUJN wdan wKode wEtik. 

Namun, whak wingkar wyang wmewajibkan wNotaris wuntuk wmerahasiakan winformasi 

wdalam wakta wotentik wtidak whanya wdimaksudkan wuntuk wmelindungi wkepentingan 

wNotaris wsendiri, wtetapi wjuga wuntuk wmenjamin wperlindungan whukum watas 

wkepercayaan wyang wdiberikan woleh wpara wpenghadap, wyaitu wuntuk wmenjaga 

wkerahasiaan wakta wotentik wsesuai wdengan wUUJN. wSebagai wjabatan wyang 

wmemerlukan wkepercayaan, wperan wNotaris wtidak whanya wmengandalkan wkepercayaan 

wpublik, wtetapi wjuga wadanya wjaminan wbahwa wNotaris wdapat wdipercaya wuntuk 

wmenjaga wkerahasiaan winformasi wyang wdipercayakan wkepadanya. 

Penggunaan whak wimunitas wuntuk wmelindungi wkerahasiaan wpara wpenghadap wketika 

wNotaris wberperan wsebagai wsaksi wdalam wproses wperadilan wpidana wmenunjukkan 

wkomitmen wNotaris wdalam wmenjaga wkerahasiaan wakta wotentik, wkecuali wjika wada 

wperaturan wyang wsecara wtegas wmenghapuskan wkewajiban wini. wDengan wdemikian, 

wperlindungan whukum wterhadap wkerahasiaan wpara wpenghadap wtergantung wpada 

wpemahaman wdan wpenerapan whak wingkar wNotaris wsendiri, wselama wtidak wada 

wperaturan wyang wmengesampingkan whak wtersebut. 

UUJN wsecara wtegas wmengatur wkewajiban wuntuk wmenjaga wdan wmerahasiakan 

wsemua winformasi wyang wdiperoleh wdari wpara wpenghadap. wNamun, wjika wtidak wada 

wundang-undang wyang wsecara wspesifik wmembatasi wpenggunaan whak wingkar, wNotaris 

wmemiliki wtanggung wjawab wuntuk wmenggunakan whak wini wsesuai wdengan wsumpah 

wjabatan wyang wdiatur wdalam wPasal w4 wayat w(2) wUUJN, wdengan wtujuan wmemberikan 

wperlindungan whukum wyang wtepat wkepada wpara wpenghadap wyang wtelah 

wmempercayainya. 

 

Pembahasan 

Hak Imunitas w 

Hak wimunitas wnotaris wadalah whak wuntuk wmenolak wmemberikan winformasi wyang 

wdapat wmengidentifikasi wpenghadap watau wmengungkapkan winformasi wyang wbersifat 

wrahasia wyang wdiperolehnya wselama wproses wpembuatan wakta watau wpelayanan wnotarial 

wlainnya. wImunitas whukum wtelah wdiberikan wkepada wnotaris wselaku wpejabat wumum 

woleh wundang-undang wapabila wmembuka wrahasia watas wisi wakta wyang wdiperbuatnya 

wdalam wrangka wmencari wkebenaran wdalam wproses whukum. wImunitas whukum wtersebut 

wadalah wkewajiban wingkar. w 

Salah wsatu wkewajiban wseorang wnotaris wyang wkrusial wsebagai wpejabat wumum, 

wyang wnotabenenya wsebagai wpekerja wpublik wadalah wmenjaga wkerahasiaan wsuatu wakta 

wyang wdibuatnya wberdasarkan wkeinginan wkliennya. wHal wini wsesuai wdengan wmaksud 

wdari wPasal w16 wayat w1 whuruf wf wUUJN wdimana wnotaris wdituntut wuntuk wmenjaga 

wsegala wsesuatu wyang wberkenaan wdengan wakta wyang wdibuatnya wsesuai wdengan 

wsumpah wjanji wjabatan, wkecuali wundang-undang wmenentukan wlain. wFrasa wkecuali 
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wundang-undang wmenentukan wlain wmenjadikan wperaturan wmengenai wkerahasiaan wakta 

wmenjadi wdilemma wtersendiri woleh wnotaris. wHal wini wkarena wdalam wsatu wpasal 

wdinyatakan wjelas wdan wtegas wbahwa wseorang wnotaris wharus wmenjaga wkerahasiaan 

wakta wyang wdibuatnya, wnamun wdi wpasal wyang wsama wpula wterdapat wfrasa wyang 

wmengindikasikan wada wkebimbangan wdalam wmenentukan wposisi wdari wkekuatan wisi 

wpasal wtersebut. 

Kebutuhan wakan wimunitas whukum wbagi wprofesi wnotaris wuntuk wmelindungi 

wpejabat wnotaris, wtidak wterlepas wdari wkurangnya wperlindungan wdan wkepastian whukum 

wdidalam whak wnotaris wyang wdimiliki. wDidalam wsebuah wpersidangan wuntuk 

wpembuktian wsebuah wakta, wtidak wjarang wseorang wnotaris wakan wdipaksa wuntuk 

wmengeluarkan wisi wakta wdimana wpada wsisi wlain wnotaris wberkewajiban wuntuk 

wmerahasiakan wisi wakta wtersebut, wdilema wkepentingan wini wbisa wmenyeret wnotaris 

wuntuk wberkhianat wkepada wkewajibannya wyang wmengharuskan wnotaris wagar wmenjaga 

wkerahasiaan wakta wyang wdikeluarkannya. 

 

Ketentuan wPasal w4 wdan wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUndang-Undang wJabatan 

wNotaris wmewajibkan wnotaris wuntuk wmenjaga wkerahasiaan wsegala wsesuatu wmengenai 

wakta wyang wdibuatnya wdan wsegala wketerangan wyang wdiperoleh wguna wpembuatan wakta 

wsesuai wdengan wsumpah wjanji wjabatan wkecuali wundang-undang wmenentukan wlain. 

wKemungkinan wterhadap wpelanggaran wkewajiban wtersebut wberdasarkan wPasal w16 wayat 

w(11) wUndang-Undang wJabatan wNotaris, wseorang wnotaris wdapat wdikenai wsanksi 

wberupa wteguran wlisan wsampai wdengan wpemberhentian wdengan wtidak whormat. wTerlebih 

wlagi wdengan wadanya wputusan wMahkamah wKonstitusi wRepublik wIndonesia wdengan 

wNomor: w49/PUU-X/2012 wmemutuskan wtelah wmeniadakan watau wmengakhiri 

wkewenangan wMajelis wPengawas wDaerah w(MPD) wyang wtercantum wdalam wPasal w66 

wayat w(1) wUUJN wmembuat wnotaris wseakan-akan wtidak wada wperlindungan whukum 

wbagi wnotaris wdalam wmenjalankan wtugas wjabatannya. wIkatan wNotaris wIndonesia w(INI) 

wharus wberusaha wmenjalankan wperanan wpembinaan wdan wperlindungan wmeningkatkan 

wpengetahuan, wkemampuan wdan wketerampilan wpara wnotaris. wDemikian wjuga wmenjalin 

whubungan wdengan wpara wpenegak whukum wlainnya, wagar wpenegak whukum wlainnya 

wyang wada whubungan wdengan wnotaris wdapat wmemahami wkedudukan wnotaris wsesuai 

wUUJN. 

Sejarah wperkembangan wprofesi wnotaris wdi wIndonesia wmencerminkan wevolusi 

wyang wsesuai wdengan wperubahan wsosial wdan wpolitik wdi wnegara wini. wEra wreformasi, 

wyang wdimulai wpada wakhir wabad wke-20, wmenjadi wtitik wbalik wsignifikan wdalam 

wtransformasi wlembaga wnotariat. wPemerintahan worde wReformasi wberhasil wmengesahkan 

wUndang-Undang wNomor w30 wTahun w2004 wtentang wJabatan wNotaris w(UUJN), 

wmenggantikan wPeraturan wJabatan wNotaris w(Stb. w1860-3) wdan wReglement wop wHet 

wNotaris wAmbt win wIndonesie w(Stb w1860-3), wyang wsebelumnya wmerupakan wperaturan 

wkolonial wBelanda. 

 

Hak Ingkar w 

Hak wingkar wseorang wnotaris, whak wdimana wseorang wnotaris wdapat wmengingkari 

wposisinya wsebagai wseorang wsaksi wyang wmana wdibolehkan woleh wundang-undang 

wuntuk wmembeberkan wsemua wrahasia wyang wdisimpannya, wdalam wkeadaan wtertentu. 
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Hak wdan wkewajiban wingkar wadalah wsuatu whak wdan wkewajiban wyang wdiberikan 

woleh wUUJN wNo.2 wTahun w2014 wtentang wperubahan watas wUUJN wNo. w30 wTahun 

w2004 wkepada wnotaris wdalam wmelaksanakan wtugas wdan wjabatannya wsebagai wpejabat 

wumum wdalam wmenjaga wkerahasiaan wakta wyang wdibuatnya wdan wjuga wmenjaga 

wkerahasiaan wprivasi wdari wpara wpenghadap. wPasal w16 wayat w1 whuruf wf, wPasal w54 

wdan wPasal w66 wUUJN wmerupakan wdasar whukum wpelaksanaan whak wdan wkewajiban 

wingkar wtersebut. w 

Hak wingkar wtidak wserta wmerta wwajib wdijalankan wNotaris wapabila wmelihat wPasal 

w54 wayat w(1) wUUJN wyaitu w“Notaris whanya wdapat wmemberikan, wmemperlihatkan 

watau wmemberitahukan wisi wakta, wGrosse wAkta, wsalinan wakta watau wkutipan wakta, 

wkepada worang wyang wberkepentingan wlangsung wpada wakta, wahli wwaris watau worang 

wyang wmemperolah whak, wkecuali wditentukan wlain woleh wPeraturan wPerundang-

Undangan”. wDalam wPasal wtersebut, wterkesan wseorang wNotaris wbisa wmemberitahukan 

wisi wakta wkepada wpihak wyang wtidak wberkepentingan wlangsung wkepada wakta wyang 

wdibuatnya, wasalkan wdidukung woleh wperaturan wperundang-undangan. wHak wIngkar 

wdapat wdikesampingkan wapabila wterdapat wkepentingan wyang wlebih wtinggi wmenuntut 

wuntuk wdibukanya wrahasia wjabatan wserta wadanya wketentuan weksepsional 

wmengecualikan watau wmengenyampingkan wberlakunya wketentuan wrahasia wjabatan wdan 

wmenerobos wkeberadaan wHak wIngkar wyaitu wPasal w66 wayat w(1) whuruf wa wdan wb 

wUUJN. wHak wIngkar wjuga wdapat wdikesampingkan wuntuk wUndangUndang wtentang 

wPemberantasan wTindak wPidana wKorupsi wdan wUndang-Undang wtentang wPengadilan 

wPajak. 

Ketika wNotaris wdipanggil woleh wpenyidik, wpenuntut wumum, watau whakim 

wdalam wproses wperadilan, wterdapat wbeberapa wbentuk wupaya whukum wyang wdapat 

wdilakukan, wtermasuk wpembelaan wdiri. 

 

(1) Pembelaan wDiri 

Majelis wKehormatan wNotaris wWilayah w(MKNW) wmemiliki wkewajiban 

wuntuk wmeneliti wkebenaran wlaporan, wpemberitahuan, watau wpengaduan wyang 

wditerima wmengenai wseorang wNotaris wdi wwilayah whukumnya. wLangkah-langkah 

wyang wdiambil wmencakup wpenilaian wvaliditas wlaporan wberdasarkan wpemeriksaan 

woleh wMajelis wPemeriksa, wyang wkemudian wmemanggil wNotaris wyang 

wbersangkutan wdan wmemberikan wkesempatan wuntuk wmenanggapi wpengaduan 

wtersebut. 

Berdasarkan wPasal w23 wPermenkumham wNomor w7 wTahun w2016 wtentang 

wMajelis wKehormatan wNotaris, wMajelis wPemeriksa wharus wmemeriksa wlaporan 

wmasyarakat wterhadap wNotaris wdan wmenyampaikan whasil wpemeriksaan wkepada 

wMKNW wdalam wwaktu w30 whari. wSalinan whasil wpemeriksaan wdiberikan wkepada 

wpelapor, wNotaris wyang wbersangkutan, wMajelis wKehormatan wNotaris wPusat, wdan 

wOrganisasi wNotaris. wSetelah whasil wpemeriksaan wditerima woleh wKetua wMKNW, 

wNotaris wberhak wmembela wdiri wselama wpemeriksaan wdan wsidang wMKNW. 

wPembelaan wdiri wini wdisusun wsecara wtertulis wdan wdapat wdisertai wdengan 

wbukti-bukti wserta wketerangan wdari wpihak wtertentu wyang wmendukung 

wpembelaannya. 

Dalam whukum wacara wpidana, wterdapat wasas wpraduga wtidak wbersalah 

w(Presumption wof wInnocence) wyang wmenyatakan wbahwa wseseorang wdianggap 
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wtidak wbersalah whingga wterbukti wsebaliknya. wProses wperadilan wpidana wmenjadi 

warena wuntuk wmenerapkan wasas wini, wdi wmana windividu wyang wdituduh 

wdiberikan whak wuntuk wmembela wdiri wdi whadapan wpengadilan wdengan wbantuan 

wpengacara. wPrinsip wini wmenjamin wbahwa wsetiap wNotaris wyang wterlibat wdalam 

wproses whukum wmemiliki wkesempatan wuntuk wmenyampaikan wpembelaannya 

wsebelum wada wkeputusan whukum wyang wmengikat. 

Dengan wdemikian, wNotaris wyang wdihadapkan wpada wproses wperadilan 

wmemiliki wbeberapa wmekanisme wpembelaan wdiri, wbaik wmelalui wMKNW 

wmaupun wdalam wsistem wperadilan wpidana wumum, wuntuk wmemastikan wbahwa 

whak-hak wmereka wdilindungi wdan wkeadilan wdapat wditegakkan. w 

 

(2) Banding wdan wGugatan wke wPengadilan wTata wUsaha wNegara 

Jika wNotaris wmerasa wdirugikan watau whak-haknya wdiabaikan woleh 

wMajelis wKehormatan wNotaris w(MKN), wdan wtidak wmendapatkan wpemeriksaan 

wyang wtransparan, wadil, wdan wberimbang, wmaka wNotaris wdapat wmengajukan 

wgugatan wke wPengadilan wTata wUsaha wNegara w(PTUN) wsetempat. wSelama 

wproses wgugatan, wNotaris wtidak wperlu wmematuhi wkeputusan wMKN wsampai wada 

wputusan whukum wyang wberkekuatan wtetap wdari wPTUN. 

Ketika wdipanggil wsebagai wsaksi watau wterdakwa wdalam wpersidangan, 

wNotaris wdapat wmeminta wkepada whakim wagar wpanitera wmencatat wsemua 

wkesaksiannya wdalam wBerita wAcara wSidang wPemeriksaan, wyang wkemudian 

wditandatangani woleh whakim. wDokumen wini wmenjadi wpegangan wbagi wNotaris 

wuntuk wmenghindari wtuduhan wtelah wmembocorkan wrahasia wjabatan. wNotaris 

wharus wmengajukan wpermohonan wini wsaat wmemberikan wketerangan wdi 

wpersidangan, wdengan wtujuan wmeyakinkan whakim wbahwa wia wmembutuhkan 

wperlindungan wkarena wtelah wmembuka wrahasia wjabatan wterkait wakta. 

Putusan wMahkamah wAgung wRepublik wIndonesia wNo. w901 wK/SIP/1974 

wtanggal w18 wSeptember w1976 wmenegaskan wbahwa w"apa wyang wditerangkan 

wdalam wBerita wAcara wdianggap wbenar, wkarena wdibuat wsecara wresmi wdan 

wditandatangani woleh wHakim wdan wPanitera wPengganti, wkecuali wdapat wdibuktikan 

wsebaliknya wsecara whukum." wHukum wacara wpidana wmengakui wasas wpraduga 

wtidak wbersalah, wyang wmenyatakan wbahwa wseseorang wdianggap wtidak wbersalah 

wsampai wterbukti wbersalah woleh wputusan wpengadilan wyang wberkekuatan whukum 

wtetap. wAsas wini wjuga wditerapkan wpada wsaksi wyang wmemberikan wkesaksian wdi 

whadapan wpenyidik. 

Sebagai wpejabat wumum wdan wpengemban wkepercayaan wmasyarakat, 

wNotaris wharus wmendapatkan wperlindungan whukum wdalam wmenjalankan 

wtugasnya. wHal wini wtermasuk wdalam wdugaan wpelanggaran wkode wetik wdan 

wdugaan wunsur wpidana, wyang wharus wdidasarkan wpada wasas wpraduga wtidak 

wbersalah wdan wperlindungan wdari worganisasi wprofesi wterkait. wJika wNotaris 

wdilaporkan wke wkepolisian wterkait wakta wyang wdibuatnya, wpelapor wharus 

wmembuktikan wketidakabsahan watau wketidakbenaran wdari waspek wlahiriah, wformil, 

wdan wmateril wakta wtersebut. 

 

(3) Nota wKesepahaman wdengan wKepolisian 
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Untuk wmenghindari wkesalahpahaman wantara wNotaris wdan wpenegak 

whukum, wIkatan wNotaris wIndonesia w(INI) wbersama wKepolisian wRepublik 

wIndonesia wtelah wmembuat wNota wKesepahaman w(MoU) wtentang wPembinaan wdan 

wPeningkatan wProfesionalisme wdi wBidang wPenegakan wHukum, wtertanggal w9 

wMei w2006. wMoU wini wmencakup wprosedur wpemanggilan wNotaris woleh 

wpenyidik wdan wpenyitaan wdokumen-dokumen wyang wwajib wdisimpan wdan 

wdirahasiakan woleh wNotaris, wyang whanya wdapat wdilakukan wdengan wizin wkhusus 

wdari wketua wpengadilan wsetempat. 

Nota wKesepahaman wantara wKepolisian wNegara wRepublik wIndonesia wdan 

wIkatan wNotaris wIndonesia wbertujuan wuntuk wmencegah wpenyimpangan wtugas 

wdan wmeningkatkan wkemitraan wantara wkedua wpihak. wMoU wini wmengatur 

wbahwa wpemanggilan wNotaris wharus wmelalui wpersetujuan wPengawas wNotaris, 

wsehingga wtidak wdapat wdilakukan wsecara wlangsung woleh wkepolisian. wIni 

wmemastikan wbahwa wprosedur whukum wyang wbenar wdiikuti, wdan wNotaris 

wmendapatkan wperlindungan wyang wlayak wdalam wmenjalankan wtugasnya. 

Nota wKesepahaman wantara wPOLRI wdan wINI-IPPAT wmengatur wbeberapa 

whal wterkait wperan wNotaris wsebagai wpejabat wumum, wantara wlain: 

a) Kedua wpihak wsepakat wuntuk wsaling wmenghormati wdan wmenjaga wkemandirian 

wmasing-masing wdalam wmelaksanakan wtugas, wjabatan, wdan wprofesinya wsesuai 

wdengan wperaturan wperundang-undangan wyang wberlaku. 

b) Setuju wuntuk wmengadakan wpertemuan wberkala, wdengan wtujuan wmeningkatkan 

wtingkat wdan wjenjang wstruktur worganisasi wmasing-masing. 

c) Bersama-sama wmelaksanakan wkegiatan wpenerangan wdan wpenyuluhan whukum 

wguna wmeningkatkan wkesadaran wdan wketaatan whukum wdi wmasyarakat. 

d) Saling wmendukung wdalam wmeningkatkan wmutu wpelayanan wkepada wmasyarakat, 

wpeningkatan wilmu wpengetahuan, wpengalaman, wserta wmemperluas wwawasan 

wdan wkualitas wprofesionalisme. 

e) Jika wterdapat wperbedaan wpenafsiran wdalam wpelaksanaan wtujuan wdan 

wwewenang, wmaka wakan wdilakukan wkonsultasi wsecara winstitusional wdan 

wberjenjang wuntuk wmencapai wpemahaman wyang wlebih wbaik. 

f) Nota wKesepahaman wini wbertujuan wuntuk wmengatur whubungan wkerja wsama 

wantara wKepolisian wRepublik wIndonesia w(POLRI) wdan wIkatan wNotaris 

wIndonesia w(INI-IPPAT) wdalam wmendukung wpelaksanaan wtugas wNotaris wserta 

wmeningkatkan wpelayanan whukum wkepada wmasyarakat. 

 

Pemahaman wyang wbaik wmengenai wfungsi wdan wperan wseorang wNotaris wsangat 

wpenting, wtidak whanya wbagi wpenegak whukum wdan wmasyarakat, wtetapi wjuga wbagi 

wNotaris witu wsendiri. wSeorang wNotaris wharus wmemiliki wkualitas wbaik wdalam whal 

wpengetahuan, wetika, wdan wmenghormati wtinggi wmartabat wprofesi wNotaris wdalam 

wmemberikan wlayanan wjasa whukum wkepada wmasyarakat. wPenting wbagi wNotaris wuntuk 

wmemberikan wpelayanan wyang wbaik wdan wprofesional wserta wmematuhi waturan whukum 

wyang wberlaku, wkarena wjasa whukum wyang wdisediakan woleh wNotaris wsangat 

wdibutuhkan woleh wmasyarakat. wKesalahan watau wkelalaian wyang wdilakukan woleh 

wNotaris wdapat wmerugikan wpara wpenghadap, wsehingga wpenting wbagi wNotaris wuntuk 

wmenghindari whal wtersebut. 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 
 Berdasarka pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut. 

a. Hak wingkar wnotaris wbukan whanya wmerupakan whak, wtetapi wjuga wkewajiban, 

wkarena wpelanggaran wterhadapnya wdapat wmengakibatkan wsanksi wsesuai wundang-

undang. wNotaris wtidak whanya wmemiliki whak wuntuk wtidak wberbicara, wtetapi 

wjuga wwajib wuntuk wtidak wberbicara, wsebagaimana wdiatur wdalam wPasal w4 wdan 

wPasal w16 wayat w(1) whuruf wf wUndang-Undang wNomor w2 wTahun w2014 

wtentang wJabatan wNotaris w(UUJN-P). wHak wingkar wsebagai wbentuk wimunitas 

wnotaris wmemiliki wbatasan wdalam wpenggunaannya wuntuk wmenjaga wkerahasiaan 

wakta, wsehingga wbelum wdapat wmemberikan wperlindungan whukum wpenuh 

wterhadap windividu wNotaris wdari wjeratan wpidana. wHak wingkar wini wtidak whanya 

wuntuk wkepentingan wNotaris, wtetapi wjuga wuntuk wmelindungi wkepentingan wpihak-

pihak wyang wterlibat, wdengan wmemastikan wbahwa wkerahasiaan wakta wotentik 

wtetap wterjaga. 

b. Dalam wUUJN, wterdapat wketentuan wyang wmewajibkan wNotaris wuntuk wmenjaga 

wdan wmenyimpan wkerahasiaan wsegala winformasi wyang wdiperoleh wdari wpara 

wpenghadap. wNamun, wjika wtidak wada wperaturan wperundang-undangan wyang 

wsecara weksplisit wmembatasi wpenggunaan whak wingkar, wNotaris wharus 

wmenggunakan whak wingkarnya wsesuai wPasal w4 wayat w(2) wUUJN wuntuk 

wmelindungi whukum wpara wpenghadap wyang wtelah wmemberikan wkepercayaan. 

wAgar wpelaksanaan wtugas wNotaris wtidak wmenimbulkan wmasalah whukum wbagi 

wpihak-pihak wterkait watau wkepentingan wumum, wNotaris wharus wdiawasi wdan 

wdikontrol woleh wKode wEtik wProfesi. wOrganisasi wprofesi wberkewajiban 

wmemastikan wbahwa wanggotanya wmenjalankan wtugasnya wsesuai wstandar wetika 

wdan wperaturan wyang wberlaku, wguna wmenjamin wbahwa wtugas wjabatannya 

wdilaksanakan wdengan wintegritas wdan wtanggung wjawab wyang wtinggi. 

 

Saran 
Berdasarkan wkesimpulan wdi watas, wberikut wadalah wsaran wuntuk wpihak-pihak 

wterkait wpada wpenelitian winiL 

1. Untuk wNotaris 

a. Notaris wdisarankan wuntuk wterus wmemperdalam wpengetahuan wmengenai 

wperaturan wperundang-undangan wterkait whak wimunitas wdan whak wingkar. 

wPelatihan wdan wpendidikan wberkelanjutan wmengenai wperaturan whukum wyang 

wberlaku wakan wmembantu wnotaris wdalam wmenjalankan wtugas wmereka wdengan 

wlebih wbaik, wterutama wdalam wmenghadapi wsituasi wyang wmelibatkan 

wkerahasiaan wakta. 

b. Notaris wharus wsecara wkonsisten wmenerapkan wprinsip-prinsip wkerahasiaan 

wdalam wpraktik wsehari-hari wdan wmemastikan wbahwa wsetiap wpengungkapan 

winformasi wakta wdilakukan wsesuai wdengan wketentuan whukum wyang wberlaku 

wdan wdalam wbatasan wyang wtelah wditetapkan. 

2. Untuk wPenelitian wSelanjutnya 

a. Penelitian wselanjutnya wsebaiknya wmencakup wanalisis wperbandingan wmengenai 

wpenerapan whak wimunitas wdan whak wingkar wnotaris wdi wberbagai wnegara. wIni 
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wdapat wmemberikan wwawasan wtentang wpraktik wterbaik wdan wsolusi wyang 

wtelah wditerapkan wdi wyurisdiksi wlain. 

b. Mengumpulkan wdata wmelalui wstudi wkasus wdan wpraktik wlapangan wakan 

wmemberikan wpemahaman wyang wlebih wmendalam wmengenai wtantangan wyang 

wdihadapi wnotaris wdalam wpenerapan whak wimunitas. wPenelitian wini wdapat 

wmengidentifikasi wmasalah-masalah wpraktis wdan wmemberikan wrekomendasi 

wberbasis wbukti. 

c. Penelitian wharus wmengevaluasi wdampak wdari wregulasi watau wperubahan 

wundang-undang wbaru wterkait whak wimunitas wdan whak wingkar wterhadap 

wpraktik wnotaris. wIni wakan wmembantu wdalam wmemahami wbagaimana 

wperubahan whukum wmempengaruhi wkinerja wnotaris wdan wperlindungan whukum 

wmereka. 

 

3. Untuk wPeneliti 

a. Peneliti wdisarankan wuntuk wmenyebarluaskan wtemuan wpenelitian wmelalui 

wpublikasi wdi wjurnal whukum wdan wforum wakademik. wSosialisasi wyang wefektif 

wdapat wmembantu wmeningkatkan wpemahaman wtentang wisu-isu wterkait whak 

wimunitas wdan whak wingkar wdi wkalangan wpraktisi whukum wdan wpemangku 

wkepentingan wlainnya. 

b. Peneliti wdapat wberkolaborasi wdengan wpraktisi whukum wdan wasosiasi wnotaris 

wuntuk wmenguji wteori wdan wtemuan wpenelitian wdalam wpraktik wnyata. 

wKolaborasi wini wakan wmemastikan wrelevansi wpenelitian wdan wmemberikan 

wumpan wbalik wyang wkonstruktif. 

c. Fokuskan wpenelitian wpada wpengembangan wrekomendasi wpraktis wyang wdapat 

wditerapkan woleh wnotaris wdan wpembuat wkebijakan. wRekomendasi wini wharus 

wberlandaskan wpada wanalisis wmendalam wdan wdata wyang wvalid wuntuk 

wmeningkatkan wefektivitas whukum wterkait whak wimunitas wdan whak wingkar. 
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